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Paralegal Justice Award Tahun 2025
Yth. Para Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM RI

di tempat

Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bersama dengan
Mahkamah Agung serta didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT,
telah menyelenggarakan kegiatan Paralegal Justice Award pada tahun 2023 dan 2024. Kegiatan
ini  merupakan kegiatan penguatan kompetensi serta pemberian apresiasi terhadap Kepala
Desa/Lurah yang telah berperan membantu menyelesaikan permasalan hukum serta mendorong
pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja di wilayahnya.

Kepala Desa/Lurah sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat memiliki peran penting
untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan hukum warganya. Hal ini sejalan dengan
peran Kepala Desa sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, bahwa Kepala
Desa berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan menyelesaikan
perselisihan masyarakat di desa. Peran Lurah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan, bahwa Lurah mempunyai tugas antara lain memelihara ketentraman dan
ketertiban umum.

Sehubungan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM akan menyelenggarakan kembali
kegiatan Paralegal Justice Award 2025 yang direncanakan akan dilaksanakan Bulan Mei 2025,
dimana kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Paralegal Justice Award yang telah sukses
dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 telah berhasil memberi peningkatan kompetensi kepada
586 Kepala Desa/Lurah dari perwakilan daerah di Indonesia dengan 365 Kepala Desa/Lurah
dikukuhkan sebagai Non Litigation Peacemaker (Juru Damai), 121 desal/kelurahan sebagai
Anubhawa Sasana Jagaddhita, serta 200 Kepala Desa/Lurah meraih anugerah Paralegal Justice
Award.

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, bersama ini diharapkan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia untuk menyampaikan  surat
Pemberitahuan Penyelenggaraan Kegiatan Paralegal Justice Award 2025 sebagaimana terlampir
kepada Bupati/Walikota serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk bersama-sama menyiapkan rangkaian pelaksanaan Paralegal Justice
Award 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungannya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

#KUMHAMPASTI

| Gusti Putu Milawati

Tembusan Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;

2. Menteri Hukum dan HAM R;

3. Menteri Dalam Negeri RI;

4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;

5. Gubernur Seluruh Indonesia;

6. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;

7. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R;

8. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI;

9. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indone5|a dan
10.Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.
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Yth. Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia
di tempat

Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bersama dengan
Mahkamah Agung serta didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT,
telah menyelenggarakan kegiatan Paralegal Justice Award pada tahun 2023 dan 2024. Kegiatan
ini  merupakan kegiatan penguatan kompetensi serta pemberian apresiasi terhadap Kepala
Desa/Lurah yang telah berperan membantu menyelesaikan permasalan hukum serta mendorong
pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja di wilayahnya.

Kepala Desa/Lurah sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat memiliki peran penting
untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan hukum warganya. Hal ini sejalan dengan
peran Kepala Desa sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, bahwa Kepala
Desa berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan menyelesaikan
perselisihan masyarakat di desa. Peran Lurah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan, bahwa Lurah mempunyai tugas antara lain memelihara ketentraman dan
ketertiban umum.

Sehubungan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM akan menyelenggarakan
kembali kegiatan Paralegal Justice Award 2025 yang direncanakan akan dilaksanakan Bulan
Mei 2025, dimana kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Paralegal Justice Award yang
telah sukses dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 telah berhasil memberi peningkatan
kompetensi kepada 586 Kepala Desa/Lurah dari perwakilan daerah di Indonesia dengan 365
Kepala Desa/Lurah dikukuhkan sebagai Non Litigation Peacemaker (Juru Damai), 121
desa/kelurahan sebagai Anubhawa Sasana Jagaddhita, serta 200 Kepala Desa/Lurah meraih
anugerah Paralegal Justice Award.

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, bersama ini Kementerian Hukum dan HAM
melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional mengharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota
untuk menganggarkan serta memfasilitasi Kepala Desa/Lurah di wilayahnya untuk dapat mengikuti
kegiatan Paralegal Justice Award 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungannya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

@#KUMHAMPASTI

| Gusti Putu Milawati

Tembusan Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;

2. Menteri Hukum dan HAM RI;

3. Menteri Dalam Negeri RI;

4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;

5. Gubemur Seluruh Indonesia;

6. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;

7. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI;

8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R;

9. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; dan
10.Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.
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